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BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Agama  Islam  adalah  risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk  dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelengaraan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya. hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan kholiqnya. Agama Islam bersifat Universal dan berlaku sepanjang zaman, dikarenakan agama islam mampu menjawab permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Membuat hukum islam harus menampakan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna meberikan jalan yang terbaik serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini sering dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakan gadai oleh masyarakat ialah karena prosesi gadai yang tidak memakan waktu yang belebihan. Selain itu,  seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut,  karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memmperoleh yang diinginkan tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. 
Sehingga banyak literatur-literatur mengenai akad gadai tersebut. Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya[footnoteRef:1] Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (rahin) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian  akan  dijadikan  jaminan  untuk  piutang  yang  diambilnya  dari  si pemberi pinjaman (murtahin). [1:                 Muh. Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah ‟Suatu  Pengenalan  Umum, (Jakarta: Tazkia  Institute, 1999), hal. 182] 

Dasar hukum gadai adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 283.
     

وَإِنْ كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم   بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن   يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ  ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ )٢٨٣                      (
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tunai)  sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebaian lainya (hutangnya) dan hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutanganya) dan hendaklah ia menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikanny, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [footnoteRef:2]         [2: Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995),  hal.124
] 


Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu’amalah) dalam  hal  transaksi  mempersyaratkan rukun  dan  syarat  dan  syarat  syah,  hal  inipun  berlaku  dalam  akad  gadai. Demikian yang termasuk ke dalam rukun gadai ialah:
1. Aqid (orang yang berakad)
Aqid  ialah  merupakan  pihak  yang  melaksanakan  akad  tersebut  yang  meliputi  dua  arah.  Dalam  akad  gadai  ini  terdapat  dua  aqid  yang saling berkaitan, yakni;[footnoteRef:3] [3:  Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet. 1, 2008),  hal. 20
] 

a. Rahin yang merupakan pihak menggadaikan barangnya (barang gadai)  dan;
b. Murtahin yang merupakan  pihak  yang  berpiutang  dan   menerima  barang gadai.
2.  Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan). 
Ma’qud ‘alaih meliputi dua hal yakni;
a. Marhun merupakan barang yang digadaikan dan;
b. Marhun bihi merupakan utang yang karenanya diadakan akad rahn.
3.  Shigat al-Aqd (ijab dan kabul) merupakan ungkapan para pihak   yang melakukan akad.
a. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk  melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
b. Qabul  merupakan  pernyataan  menerima  dari  pihak  kedua  atas  penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.[footnoteRef:4] [4:                 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010)  hal.107] 

Berkenaan dengan barang gadai (marhun) bahwa  dalam hal ini semua  barang  yansg  boleh  diperjual-belikan,  boleh  digadai  sebagai  tanggungan  hutang.  Dan  barang-barang  yang  tidak  boleh  diperjual-belikan  tidak  boleh  digadaikan,  sebab  gadai  (hakikatnya)  menjual  nilai  dari  barang  itu.[footnoteRef:5] Sementara  bekenaan  dengan  status  marhun  tersebut  tetap  menjadi  hak  dari  pemberi  gadai  (rahin),  sehingga  baik  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  keuntungan  maupun  kerugian  atas  barang  gadai  tersebut  menjadi  hak  dan kewajiban  pemberi  gadai  (rahin).  Seperti  dijelaskan  dalam  hadits  yang  diriwayatkan oleh Imam Syafi’i. [5:                 Moh. Rifa’i, Terjemah Kifayatul Ahyar,  (Semarang: CV. Thoha Putra 1978), hal. 196] 

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw, Gadaian itu tidak menutup  akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan  dia  dan  dia  wajib  mempertanggung jawabkan  segala  resikonya.[footnoteRef:6] [6:                 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshory,  A.Z,  Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), hal. 94] 

Sebagaimana telah dijelaskan  di  muka,  bahwa  dalam  masyarakat praktek gadai juga sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah  satu  akad  dalam  aktivitas  ekonomi  atau  yang  dalam  Islam  dikenal  dengan  aktivitas bermuamalah. Akad  gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang  itu  sangat  membutuhkan  sejumlah  dana,  sementara  dirinya  hanya  memiliki  suatu  benda  harta  (bukan  uang)  yang  jika  menunggu  dijual  dahulu  akan  membutuhkan  waktu  lama.  Atau  karena  orang  tersebut  memang  menginginkan  untuk  tetap  memiliki  barang  tersebut,  dikarenakan  itu  adalah  barang berharga yang sangat berarti  untuk dirinya. Maka solusi yang diambil  ialah  dengan  cara  menggadaikan  barang  tersebut  sehingga  dia  tetap  memperoleh  dana,  juga  barangnya  tetap  dapat  dimilikinya  kembali  saat  dia  sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut. Selain itu juga dijelaskan hukum memanfaatkan barang gadai yaitu ada dua  pihak yang  menggunakan barang gadai:
1) Jika yang menggunakan barang gadaian itu adalah orang yang menerima gadai  ini mempunyai tiga keadaan :
a) Jika penerima gadai (murtahin) menggunakan barang gadaian tersebut tanpa imbalan standar, maka hal itu diharamkan karena termasuk dalam katagori riba.  Berkata Ibnu Qudamah : Jika ar-rahin (pemilik barang gadai) mengijinkan bagi murtahin (pemegang gadai) untuk memanfaatkan barang gadai tersebut  tanpa ada imbalan, sedang  rahin berhutang kepada  murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk dalam katagori riba [footnoteRef:7].  [7:                  Zain   Ahmad An Najah,    http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/167/hukum-memanfaatkan-sawah-yang-digadaikan/ diakses tanggal 11- 2- 2015] 

b) Jika murtahin memanfaatkan barang gadai tadi dengan imbalan yang standar, maka para ulama berbeda pendapat mayoritas ulama tidak membolehkannya, sedang Madzhab Hanabilah membolehkannya, karena yang demikian itu masuk dalam katagori akad sewa, dan bukan termasuk memanfaatkan barang gadaian.Jika barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan, maka biayanya ditanggung oleh ar-rahin (pemilik gadai tersebut). Jika pegadai tidak memberikan biaya perawatan, maka penerima gadai yang mengeluarkan biaya perawatan, tetapi dia dibolehkan untuk menaikinya sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.  Dalilnya adalah hadist Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
               إِذَا كَانَ  بِنَفَقَتِهِ  يُشْرَبُ الدَّرِّ  وَلَبَنُ مَرْهُونًا  كَانَ  إِذَا  بِنَفَقَتِهِ يُرْكَبُ الرَّهْنُ
                                                    النَّفَقَةُ  وَيَشْرَبُ   يَرْكَبُ  الَّذِي وَعَلَى مَرْهُونًا 
(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya, ia wajib membayar".[footnoteRef:8]  [8:  Shahih  Muslim, Gema Insani, Dzulqilla’idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098] 


c. Jika yang menggunakan barang gadaian itu adalah pemiliknya (ar rahin).[footnoteRef:9] [9:                Zain   Ahmad An Najah, http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/167/hukum-memanfaatkan-sawah-yang-digadaikan/ diakses tanggal 11- 2- 2015] 

Mayoritas ulama membolehkan  pemilik barang gadai untuk menggunakan barang gadaian,  jika hal itu tidak mengurangi harga barang tersebut, seperti menempati  rumahnya sendiri yang digadaikan, atau menaiki kudanya yang digadaikan. Tetapi menurut mayoritas ulama pemilik tersebut harus meminta ijin kepada murtahin (pemegang gadai). Adapun ulama Syafi’yah membolehkankannya secara mutlak,  walaupun tanpa  izin murtahin (pemegang gadai). Sedangkan  madzhab Malikiyah tidak membolehkan ar-rahin (pemilik gadai) untuk memnfaatkan barang gadaiaannya secara mutlak, walaupun dengan ijin pemegang gadai.
Salah  satu  praktek  gadai  yang  penulis   temukan  ialah  praktek  gadai  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  di  Desa Bancaang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Masyarakat  biasanya  menggunakan  sawah  mereka  sebagai  barang  jaminan (marhun) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasan yang di jadikan obyek sawah karena penduduk  yang ada di Desa Bancang kebayakan  mata pencaharian adalah petani dan harta satu-satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawah di desa tersebut menggadaikan sawah dengan luas tanah kebanyakan 100 ru, dengan jumlah uang yang dipinjamkan rata-rata 10 juta, selama 2 tahun  lama menggadaikan sawahnya, dengan  sawah yang di gadaikan tersebut di manfaakan oleh orang yang memberi gadai. Dalam memanfaatkan tanah sawah tersebut seorang penerima gadai (murtahin)  menanami sawah tersebut dengan ditanami padi atau tanaman pala wija yang rata- rata dalam 1 tahun bisa 3 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara rahin tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari murtahin.
Sehingga  lahan  sawah  tersebut  dikuasai  oleh  murtahin,  ditanami  sesuai  kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya. Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat  hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang  membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Syafi’i  dan Daruquthni  bahwa  mengenai  barang  gadai  tersebut  menjadi  hak  dari  pihak  yang  memberikan  gadai  tadi,  sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian  yang mungkin akan  ditanggung. Sehubungan  dengan  adanya  praktek  gadai  yang  terjadi  di  Desa  Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, penulis  tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek gadai yang terjadi di  Desa  Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung  tersebut. Untuk  membahas  permasalahan  tersebut  Penulis  mengambil  sebuah  judul  yaitu: “Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).
B. Fokus Penelitian
1. [bookmark: _GoBack]Bagaimana praktek gadai sawah di Desa Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktek gadai  sawah yang ada di Desa Bancang ditinjau Hukum Islam ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui praktek gadai tanah sawah di Desa Bancang Kecamatan Bandung  Kabupaten  Tulungagung. 
2. Untuk mengetahui prakek gadai sawah di Desa Bancang Bandung Tulungagung ditinjau dari   Hukum Islam.
D.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis:
a. Bagi kalangan Akademis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teacing materials pada mata kuliah Fiqih Muamalah.
b.  Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.
2. Manfaat praktisi 
a. Bagi peneliti
Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Islam.
b. Bagi Kalangan Praktisi 
Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlihat dengan lembaga pegadaian.


E.  Penegasan Istilah 
Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Konseptual
a. Barang Gadai  suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memeberikan kekuaasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tesebut.[footnoteRef:10] [10:                Http//sobatbaru.Blogspot.com.Html.diakses tanggal 19 desember 2014 ] 

b. Hukum Islam segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari’at islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah Saw
2. Operasional
Praktek gadai sawah yang ada di Desa Bancang yang dimaksut terjadi dua alasan yang pertama berkaitan dengan alasan sosial dan yang kedua dengan alasan komersial. Dan pandangan islam bahwa praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Bancang.




F. Sistematika Pembahasan 
Untuk  memberi  kemudahan  dalam  memahami  skripsi  ini,  maka Penulis  menguraikan  susunan  penulisan  secara  sistematis,  yakni  sebagai berikut:
BAB I  : Pendahuluan. Dalam  bab  ini  berisi  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah, tujuan  penelitian,  telah  pustaka,  metode  peneltian,  sistematika penelitian.
BAB II : Ketentuan umum Mengenai Gadai (ar-rahn) pembahasan umum mengenai pandangan Islam mengenai praktek akad gadai (ar-rahn). Yakni berkaitan dengan  definisi  gadai (ar-rahn),  dasar  hukum,  rukun  dan  syarat, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan akad gadai,  serta  ketentuan  khusus gadai  berkaitan  dengan  tambahan  pada  barang  gadai  serta pengambilan manfaat atas barang gadai.
BAB III : Metode penelitian bab ini merupakan tentang pendekatan dan jenis penelitian,lokasi penelitian kehadiran peneliti, da dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
BAB IV : Paparan data dan pembahasan. Dalam bagian ini diuraikan sebagai berikut: 1) Profil Desa Bancang dan kondisi sosial kemasyarakatan di Desa Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. 2) Praktek gadai sawah di Desa Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, praktek gadai sawah di Desa Bancang Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung di tinjau dari Hukum Islam.
BAB V  : Penutup berisi kesimpulan, dan saran.
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